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ABSTRAK 

 

 

DORA GUSMANILA: NIM 2008/05184. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN PRODUKSI 

PERTANIAN DI NAGARI TANJUNG ALAM, KAB. 

TANAH DATAR 

 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kendala dalam peningkatan 

produksi pertanian antara lain kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah 

terhadap pelaksanaannya, lemahnya pengawasan dari badan pelaksana dalam 

memonitoring program peningkatan produksi pertanian, kurangnya partisipasi 

masyarakat untuk mendukung program pertanian dalam peningkatan produksi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk implementasi kebijakan pemerintah 

dalam upaya peningkatan produksi pertanian di Nagari Tanjung Alam, bentuk 

keterlibatan pihak-pihak terkait, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

deskriptif. Penelitian di lakukan di kantor UPT Penyuluhan Pertanian Kec. Tanjung 

Baru, kantor Walinagari Tanjung Alam, lembaga-lembaga pertanian di Nagari 

Tanjung Alam, petani di Nagari Tanjung Alam. Penentuan informan dilakukan secara 

purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik 

analisis yang dipakai adalah model analisis interaktif (interactive model of analysis). 

Penelitian menunjukkan bahwa bentuk implementasi pemerintah dalam upaya 

peningkatan produksi pertanian di Nagari Tanjung Alam dilakukan melalui 

pengelolaan tempat usaha dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana 

produksi, pengadaan bibit unggul, memberikan metode budidaya, dan mengorganisir 

pengumpulan hasil pertanian. Pihak-pihak yang terkait dalam upaya peningkatan 

produksi pertanian seperti melakukan pengawasan, memotivasi, membimbing, dan 

mendorong petani untuk mengembangkan swadaya dan kemandiriannya. Faktor-

faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah dalam peningkatan 

produksi pertanian antara lain komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur 

birokrasi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Upaya peningkatan produksi pertanian di Indonesia masih mengalami 

berbagai permasalahan disetiap daerah. Misalnya di Provinsi Jawa Barat 

pencapaian produksi belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan kesediaan 

pangan khususnya beras bagi warga Jawa Barat. Sementara di Jawa Timur, terjadi 

penurunan produksi pertanian karena adanya penyusutan lahan pertanian, dimana 

lahan-lahan subur diganti dengan perumahan dan industri, yang kedua masalah 

ketersediaan pupuk organik di Jawa Timur yang mulai langka. 

(http://www.deptan.go.id) 

Menurut Hakim (2008: 3) permasalahan peningkatan produksi pertanian 

berkaitan erat dengan; Pertama, sebagian besar petani Indonesia sulit untuk 

mengadopsi teknologi sederhana untuk meningkatkan produktivitas hasil 

pertaniannya; Kedua, petani mengalami keterbatasan pada akses informasi 

pertanian; Ketiga, petani memiliki kendala atas sumber daya manusia yang 

dimiliki; Keempat, masalah keterbatan modal yang dimiliki oleh para petani. 

Pendapat Hakim tersebut sama dengan pendapat Moehar Daniel (2004: 112) yang 

menyatakan, kurang berhasilnya pertanian disebabkan oleh beberapa faktor, 

antara lain: tidak adanya pengelolaan tempat usaha dengan baik, pemilihan bibit 

yang tidak tepat, metode budidaya yang belum tertata dengan baik, pengumpulan 

hasil yang belum terealisasi, pendistribusian yang belum menemukan 

http://www.deptan.go.id/
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jalan/jangkauan yang lebih luas, pengolahan dan pengemasan yang kurang baik, 

serta pemasaran  yang belum maksimal. 

Selama ini pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan produksi 

pertanian yakni dengan dikeluarkannya beberapa Peraturan Perundang-Undangan. 

Pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Dalam pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa, 

pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, 

agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam 

hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan 

teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat 

sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam kenyatannya 

produksi pertanian belum meningkat. 

Kedua, PP No.43 tahun 2009 tentang pembiayaan, pembinaan, dan 

pengawasan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dalam pasal 1 ayat 

4 PP No.43 tahun 2009 dijelaskan bahwa, penyuluhan pertanian, perikanan, dan 

kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha 

agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam 

mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, 

sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, 

dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi 

lingkungan hidup. Artinya dalam upaya peningkatan produksi pertanian, 

pemerintah berupaya membentuk pihak-pihak terkait untuk membantu 
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masyarakat meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan 

kesejahteraan petani. Namum, belum ada peningkatan hasil produksi pertanian. 

Upaya peningkatan produksi pertanian di Sumatera Barat dilaksanakan 

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 520-330-2010 

tanggal 27 Oktober 2010. Dalam Surat Keputusan Gubernur ini dijelaskan bahwa 

untuk peningkatan produksi pertanian dilakukan melalui pengembangan  

komoditi utama  sesuai dengan potensi yang tersedia di nagari /kelurahan 

percontohan  seperti; (jagung, manggis, sapi, unggas, kambing, kakao, kopi 

arabica, ikan nila, tuna, kerapu, kayu dan lebah madu), pemberdayaan 

nagari/kelurahan  sebagai basis perbaikan ekonomi rumah tangga petani, serta 

meningkatkan  pendapatan rumah tangga petani  melalui peningkatan usaha 

keluarga minimal 3 usaha tani setiap kk tani. Untuk pelaksanaan program 

peningkatan produksi pertanian di Sumatera Barat disediakan Anggaran APBD 

sebesar Rp. 2.877.960.000,- APBD ini digunakan untuk penyediaan  benih jagung 

hibrida 13.500 kg untuk 900 ha, penyediaan pupuk an organik urea 12.000 kg dan 

npk 9000 kg, pelatihan penangkar buah-buahan 62 orang, bantuan sosial 

penyediaan saprodi bagi 62 kelompok penangkar, pelatihan pendampingan 

penyuluh 70 orang. Dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur ini 

permasalahan yang serupa juga terjadi di Sumatera Barat yaitu masih mengalami 

berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Seperti: kurangnya pengawasan yang 

dilakukan oleh pihak terkait sehingga program ini belum terlaksana dengan baik, 

kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program ini. 
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Hasil kajian Yusran dan Siska (2009: 36-42) di beberapa Kabupaten di 

Sumatera Barat kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera barat di bidang 

pertanian, seperti pemberian  bibit unggul, pemberian pupuk bersubsidi kepada 

petani belum menghasilkan dampak pada peningkatan produksi pertanian. Ini 

karena, implementasi kebijakan pemerintah belum didukung oleh good will 

pemerintah dalam menfasilitasi sejumlah masalah yang dihadadapi petani. Beliau 

menegaskan, pemberian pupuk bersubsidi tidak banyak membantu petani karena 

untuk memperolah pupuk bersubsidi ini, petani melalui kelompok tani disuruh 

membuat proposal untuk mengajukan kebutuhan. Pupuk tersebut disalurkan 

melalui tingkat distributor dan pengecer, baru ke kelompok tani. Pupuk yang 

diturunkan selalu tidak memenuhi kebutuhan, sehingga pupuk bersubsidi tetap 

belum bias menjamin kestabilan harga dan belum menjamin terpenuhinya 

kebutuhan pupuk bagi petani. 

Di Kabupaten Tanah Datar, upaya peningkatan produksi pertanian 

dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan 

dan Kehutanan Kabupaten Tanah Datar No. 521/587/Distanbunhut/2011 tanggal 

21 Oktober 2011. Dalam Surat Keputusan ini dijelaskan tentang sasaran tanam, 

panen dan produksi padi dan palawija masing-masing kecamatan sesuai potensi 

yang dimiliki masing-masing kecamatan. 

Berdasarkan wawancara awal penulis dengan Ketua GAPOKTAN Nagari 

Tanjung Alam yaitu Bapak Yusyaiful diketahui bahwa implementasi kebijakan 

dalam peningkatan produksi pertanian di Nagari Tanjung Alam seperti: 

penyuluhan pertanian, pembiayaan berupa pemberian bibit unggul, pemberian 
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pupuk bersubsidi, pengadaan sarana dan prasarana pertanian, perbaikan jalur 

akses pertanian. Berbagai penyuluhan dilakukan pemerintah dalam peningkatan 

produksi pertanian di Nagari Tanjung Alam. Penyuluhan yang dilakukan berupa 

penyuluhan langsung yang diberikan petugas kepada petani. Selain itu, 

penyuluhan dilakukan dengan cara pemberian buku panduan pertanian, melalui 

papan reklame atau pamflet. Pembiayaan yang diberikan pemerintah kepada 

petani di Nagari Tanjung Alam berupa penyediaan sarana dan prasarana pertanian 

seperti membuat jalur akses pertanian, memberikan berbagai bantuan  yang 

dibutuhkan petani seperti bibit unggul dan pupuk bersubsidi. Bibit unggul yang 

diberikan pemerintah kepada petani di Nagari ini berupa bibit yang sesuai dengan 

kebutuhan bercocok tanam petani, seperti bibit padi, jagung, kacang tanah, dan 

pisang. Bibit ini bisa didapatkan petani dengan cara mendaftarkan diri kepada 

masing-masing GAPOKTAN, selanjutnya GAPOKTAN yang mengajukan 

proposal kepada UPT Pertanian Kecamatan untuk mendapatkan bibit unggul 

tersebut. 

Namun, program peningkatan produksi pertanian di Nagari Tanjung Alam 

ini masih menemui berbagai kendala; Pertama, kurangnya pengawasan yang 

dilakukan pemerintah terhadap pelaksanaannya; Kedua, lemahnya Pengawasan  

dari Badan Pelaksana dalam memonitoring program peningkatan produksi 

pertanian; Ketiga, kurangnya partisipasi masyarakat untuk mendukung program 

pemerintah dalam peningkatan hasil pertanian di Nagari Tanjung Alam. 

Hal ini juga dijelaskan oleh salah seorang anggota Badan Penyuluhan 

Pertanian di Nagari Tanjung Alam yaitu bapak Novion, yang mengatakan: 



 
 

 
 

6 

“Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya 

peningkatan produksi pertanian di Nagari Tanjung Alam namun 

terlalu kecil hasil yang di dapat, yaitu kira-kira 25% selama 3 tahun 

terakhir. Hal ini disebabkan terlalu susah membentuk pola 

masyarakat dari “tau” menjadi “mau”, buktinya semenjak tahun 

2008 dibentuk 5 GAPOKTAN namun hanya 1 GAPOKTAN saja 

yang aktif sampai sekarang, itu pun hanya beberapa orang saja yang 

masih aktif di dalam kelompok tani tersebut”. 

 

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang 

“Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan Produksi Pertanian 

di Kenagarian Tanjung Alam, Kec.Tanjung Baru, Kab.Tanah Datar”. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan uraian diatas dan keterangan yang telah dikemukakan penulis 

maka diidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Rendahnya peningkatan produksi pertanian di Nagari Tanjung Alam 

dibanding nagari-nagari yang telah melakukan program peningkatan produksi 

pertanian. 

2. Lemahnya Pengawasan  dari Badan Pelaksana dalam memonitoring program 

peningkatan produksi pertanian di Nagari Tanjung Alam, sehingga dalam 

pelaksanaannya masyarakat tidak sepenuhnya mengikuti saran yang diberikan 

pemerintah. 

3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program 

peningkatan produksi pertanian di Nagari Tanjung alam sehingga tidak 

sepenuhnya program pemerintah ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 

memperbaiki pola pertanian di Nagari Tanjung Alam 
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C. BATASAN MASALAH 

Penelitian ini akan melihat beberapa permasalahan, yaitu implementasi 

kebijakan pemerintah dalam peningkatan produksi pertanian di Nagari Tanjung 

Alam, bagaimana keterlibatan pihak-pihak terkait, serta faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi peningkatan produksi pertanian di Nagari Tanjung Alam. 

 

D. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka dirumuskan permasalahan yang akan diteliti : 

1. Bagaimana bentuk implementasi kebijakan pemerinyah dalam peningkatan 

produksi pertanian di Nagari Tanjung Alam? 

2. Bagaimana bentuk keterlibatan pihak-pihak terkait dalam upaya peningkatan 

produksi pertanian di Nagari Tanjung Alam? 

3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintahan 

dalam peningkatan produksi pertanian di Nagari Tanjung Alam? 

 

E. FOKUS PENELITIAN 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah Pertama, implementasi 

kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan produksi pertanian di Nagari 

Tanjung Alam, Kec.Tanjung Baru, Kab.Tanah Datar, penelitian ini perlu 

dilakukan karena implementasi kebijakan pemerintah ini masih mengalami 

berbagai permasalahan terutama dalam meningkatkan produksi pertanian; Kedua, 

penelitian ini juga membahas bagaimana keterlibatan pihak-pihak terkait dalam 
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meningkatkan produksi pertanian, penelitian ini penting karena keterlibatan 

pihak-pihak tersebut (stakeholder) sangat mempengaruhi implementasi kebijakan 

pemerintah. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan 

pemerintah dalam peningkatan produksi pertanian di Kenagarian Tanjung Alam, 

penelitian ini perlu dilakukan karena faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut 

menjadi suatu permasalahan dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam 

peningkatan produksi pertanian di Nagari Tanjung Alam, Kec.Tanjung Baru, 

Kab.Tanah Datar. 

 

F. TUJUAN PENELITIAN 

1. Mendeskripsikan bentuk implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya 

peningkatan produksi pertanian di Nagari Tanjung Alam. 

2. Mengetahui bentuk keterlibatan pihak-pihak terkait dalam implementasi 

kebijakan pemerintah dalam peningkatan produksi pertanian di Nagari 

Tanjung Alam. 

3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan 

pemerintah dalam peningkatan produksi pertanian di Nagari Tanjung Alam. 

 

G. MANFAAT PENELITIAN 

1. Secara teoritis 

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep Ilmu Administrasi 

Negara, terutama kajian tentang kebijakan publik dan implementasi 

kebijakan publik. 



 
 

 
 

9 

2. Secara praktis 

Ditujukan pada berbagai pihak yang mendapatkan manfaat dari penelitian 

ini. 

a. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam upaya 

peningkatan produksi pertanian. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, memberikan langkah awal untuk melanjutkan 

penelitian mengenai peningkatan produksi pertanian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Nagari Tanjung Alam penulis dapat menarik 

kesimpulan yaitu: 

1. Bentuk Impementasi Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan Produksi Pertanian di 

Nagari Tanjung Alam 

Bentuk implementasi pemerintah dalam peningkatan poduksi pertanian di 

Nagari Tanjung Alam ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah yaitu: pertama 

pengelolaan tempat usaha, di Nagari Tanjung Alam pengelolaan tempat uasaha 

dilakukan dengan memberikan bantuan kepada petani dalam mengadakan sarana dan 

prasarana pertanian pembiayaan ini dilakukan pemerintah dengan cara memberikan 

bantuan kepada pemerintah antara lain pemberian bantuan dana pembangunan jalan 

usaha tani, jalan usaha produksi, pengairan, pengadaan mesin penggiling padi dan 

jagung, pemberian bibit/benih kepada petani, pemberian pupuk bersubsidi, dan 

berbagai bantuan lainnya. Kedua pemilihan benih/bibit, di Nagari Tanjung Alam 

bibit/benih yang diberikan kepada petani adalah benih pilihan yang dikeluarkan oleh 

Balai Pegawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura. Ketiga 

metode budidaya, dalam pelaksanaan metode budidaya bagi petani di Nagari Tanjung 

Alam terdapat beberapa permasalahan yaitu: 1) petani tidak mau mengikuti metode 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hal tersebut disebabkan struktur tanah dan 

iklim daerah ini tidak cocok dengan metode tersebut. 2) faktor kurang terbukanya 

petani dengan hal-hal baru atau rasa takut mencoba hal-hal baru. Keempat 
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pengumpulan hasil, Di Nagari Tanjung Alam ada 1 sentra agrobisnis yang didirikan 

oleh Kelompok Tani Jorong Puncak Alai yang dibina langsung oleh Pemerintah 

Nagari Tanjung Alam. 

 

2. Bentuk Keterlibatan Pihak-pihak Terkait dalam Upaya Peningkatan Produksi Pertanian di 

Nagari Tanjung Alam 

a. Lembaga Pemerintah 

Ada beberapa lembaga pemerintahan yang terlibat dalam peningkatan 

produksi pertanian di Nagari Tanjung Alam: 1) Dinas Pertanian, Perkebunan dan 

Kehutanan. Dalam peningkatan produksi pertanian di Nagari Tanjung Alam Dinas 

Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Datar terlibat dalam 

memutuskan suatu rancangan pertanian untuk peningkatan hasil pertanian di masing-

masing kecamatan, selanjutnya balai penyuluhan masing-masing kecamatan 

menyampaikan kebijakan tersebut kepada petani untuk dilaksanakan. 2) Balai 

Penyuluhan Pertanian Kecamatan. Balai Penyuluhan Pertanian adalah lembaga yang 

dibentuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan tugas dan 

fungsi penyuluhan. Dalam menjalankan tugasnya Petugas Penyuluhan Lapangan harus 

mampu memotivasi, membimbing, dan mendorong petani mengembangkan swadaya 

dan kemandiriannya untuk menuju hidup yang sejahtera. 3) Pemerintahan Nagari. 

Pemerintahan Nagari merupakan lembaga terendah yang berhadapan langsung dengan 

masyarakat. Dalam peningkatan produksi pertanian pemerintahan nagari terlibat dalam 

mengarahkan petani untuk meningkatkan produktivitas di bidang pertanian. Dalam hal 
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ini pemerintah nagari ikut serta dalam membentuk lembaga pertanian di nagari 

Tanjung Alam karena SK lembaga tersebut dikeluarkan oleh Wali nagari. 

b. Lembaga Non Pemerintahan 

Ada beberapa lembaga non pemerintah yang dibentuk dalam upaya peningkatan 

produksi pertanian di Nagari Tanjung Alam: 1) Lembaga Keuangan Micro 

Agrobisnis (LKMA), merupakan lembaga keuangan bagi petani yang dibentuk 

berdasarkan SK Wali Nagari. LKMA ini memberikan pinjaman kepada petani 

yang membutuhkan dengan memenuhi dan mematuhi prosedur yang ada. Dalam 

memberikan pinjaman ini petani dibebani bunga 10% dari besarnya pinjaman. 2) 

Kelompok Tani, merupakan organisasi petani yang merupakan wadah penghubung 

antara petani dan pemerintah. Melalui kelompok tani ini pemerintah memberikan 

berbagai bantuan kepada petani. Masing-masing petani yang akan menerima 

bantuan harus terdaftar dalam suatu kelompok tani. Dalam pengambilan 

bibit/benih yang diberikan pemerintah, pengambilan pupuk bersubsidi ataupun 

pinjaman kredit maka petani harus tergabung terlebih dahulu dalam suatu 

kelompok tani. 

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam 

Peningkatan Produksi Pertanian di Nagari Tanjung Alam 

Berdasarkan pandangan teori George C. Edwards III, implementasi kebijakan 

pemerintahan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu: a) Komunikasi, Belum berhasilnya 

peningkatan produksi pertanian pertanian di Nagari Tanjung Alam ini salah satu faktor 

penyebabnya adalah komunikasi yang kurang lancar antara petani dan petugas lapangan. 
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b) Sumberdaya, Upaya pemerintah dalam peningkatan produksi pertanian di Nagari 

Tanjung Alam ini dilaksanakan pemerintah karena Nagari ini memiliki potensi untuk 

mengembangkan Sumber Daya Alam khususnya di bidang pertanian karena Nagari 

Tanjung Alam merupakan salah satu daerah pertanian yang luas di Kabupaten Tanah 

Datar yaitu memiliki ±546 ha lahan pertanian. c) Disposisi, Komitmen Pemerintah 

diwujudkan melalui RPJM Nagari, progam-program strategis, dan pembinaan kepada 

petani. Selama tahun 2011 total bantuan langsung yang diberikan kepada petani 1,5M 

sedangkan bantuan lain seperti pembangunan bendungan, jalan usaha tani, jalan usaha 

produksi, dan jalan robah beton sebesar 6M. Sedangkan demokratis terbukti dengan 

bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan petani yang diajukan melalui proposal. d) 

Struktur Birokrasi, Di Nagari Tanjung Alam telah terdapat struktur lembaga pertanian 

yang baik. Dinas pertanian Kabupaten Tanah Datar dengan Balai Penyuluhan Pertanian di 

tingkat kecamatan, selanjutnya Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Lembaga 

Keungan Mikro Agrobisnis(LKMA), dan paling bawah kelompok tani. Masing-masing 

lembaga pertanian ini melakukan tugas sesuai dengan tugas dan wewenang masing 

masing yang telah diatur dalam Undang-Undang maupun Surat Keputusan Dinas terkait. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan, ada beberapa saran yang dapat 

di pertimbangkan dalam upaya peningkatan produksi pertanian di Nagari Tanjung Alam, 

antara lain adalah: 

1. Keterlibatan Dinas dan organisasi terkait seperti tenaga penyuluhan perlu ditingkatkan 

agar produksi pertanian juga meningkat. 
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2. Petani hendaknya bertanggung jawab atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah. 

Bantuan yang diberikan harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar produksi pertanian 

dapat meningkat. Disamping itu, petani harus mendukung program yang dilaksanakan 

pemerintah seperti mau mencoba hal-hal baru. 

3. Harus ada upaya saling mendukung antara pemerintah dan masyarakat agar program 

peningkatan produksi pertanian ini dapat terwujud. Jika hanya satu pihak yang efektif 

dalam pelaksaan program tersebut maka tidak akan ada hasil yang maksimal. 
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